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TINJAUAN UMUM

2.1. TINJAUAN PEMERINTAHAN PEMBANTU BUPATI

2.1.1. Kebijaksanaan Yang Diambil

Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang

pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pelaksanaan pemer-

~
intahan di daerah pada dasarnya di laksanakan dengan.®

a.

Azas Desentralisasi, dengan memperhatikan pengarahan
vang digerikan oleh GBHN.

Azas  Dekonsentrasi, diarahkan pada peningkatan dan
remantapan fungsi Kepala Wilayah.

Azas Medebewend (tugas pembantuan), dengan mening-
katkan pelaksanaan koordinasi baik secara vertikal

maupun horizontal secara melembaga.

2.1.2. Pengertian-pengertian

a.

Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan
dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada
daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.
Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang  dari
remerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi

vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-Pejabat di

han

UU. RI. no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerinta-

di daerah, buku memori kegiatan kantor Pembantu

Bupati.




Daerah.

c .Medebewend (Tugas Pembantuan)
Medebewend adalah membantu urusan pemerintahan
Daerah yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan
ketertiban, politik, koordinasi pengawasan dan
urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk
dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan
rumah tangga Daerah.

d. Wilayah Pembantu Bupati
Wilayah Pembantu Bupati disebut Wilayah yvang
merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah yang
menyelenggarakan pelaksanaan tugas remerintah umum

di Daerah.

2.2. KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PEMBANTU BUPATI
2.2.1. Landasan Hukum
Landasan_  hukum dari pembentukan pemerintah FPembantu
Bupati adalah .3
a. Undang-undang 1945 pasal 18 yang menyatakan sebagai
berikut :
1. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah Propinsi dan
daerah Propinsi dibagi pula dalam daerah vyang

lebih kecil.

N

Daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah

administrasi belaka, yang pengaturannya ditetap-

3. Prasetya, Olah Sakti Bhakti Prasa Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.
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kan dengan Undang-undang.

3. Di dsersh vysng bersifst otonom diadsksn Bsdsn
Perwskilan Dsersh, ksrens di daershpun pemerinta-
han  akan bersendi stss dsssr permusyawaratan.

b. Dalasm rasnghs penyelenggarsan pemerintahan di Propin-
si Dsaersh Tingksat I Jswa Tengah telah ditetspkan
adanya jabstan Pembantu Bupati/Walikotamsdys sebsagai

dimsksud passl 73 Undang-undang no 5 tshun 1874

tentang pokok-pokok Pemerintszhan di Daersh. Berda-

sarken Surst Edsran Menteri Dzlam Negeri tanggsl 20

Mei 1875 No. Pemn. 7/8/18 ditetspkan bshws Rewenzng,

tugas dan kewsjiban Pembantu Bupati/Walikotsmadys

zdsalsh membantnu Bupsti/Walikotsmaedyva dalam melskuksn
tugas ‘koordinssi  dsn pengsvwasan atas pelskssnsan
tugas-tugss Pemerintszhan Umum. © yang dilsksanakan
oleh Repsls Wilsysh vang lebih rendsash tinghksatsan-
nys vasng meliputi bidsng-bidang hketentrsman dan
ketertiban, politik, koordinssi pengswassn  dan
urusan pemerintah lainnys ysng tidsk termasuk dalam
sesustu Instansi dsn tidak termssuk urussan rumah
tsnggs Dsersh.
2.2.2. Tujuan Pemerintahan Pembantu Bupati
Peds dssarnys tujuan dari pemerintah Pembantu Bupati
ssma  dengan  tujusn Negara atsu Pemerintah Pusat, vyang
didalsm pelakssnaannys disesusikan dengsn tugas, fungsi,
kewsjibsn, wewensng dan tanggung Jawab ysng diberikan

kepada pemerintah Pembsntuy Bupati. Tujuan tersebut dirumus-
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kan kedalam urussn-urusan pemerintshsn Pembsntu Bupsti vang

meliputi

a.

b.

Urusan Kesmsnsn dan Ketertiban

Dengsan. terselenggsranys urusasn-urusan keamansn dan
ketertiban ini dimsksudkan untuk menjsmin kelsncarsan
Jslsnnys pemerintshsn psds umumnys dan pembangunsan
daerah psds khosusnys, baik dalam segi materiil
msupun spirituil. Pads pelsksansasnnys, sgsr tercapsi
tujusn tersebut msks dengsn mengikut sertskan semus
ansur - kesmansn  dsn ketertiban.ooumum (baik fisik
meupun " mentsl) Jugs psrtisipssi. mssysrakst &ang
terorganisir di daslam lembsgz-lembsgs kemasysraska-
tan.

Urussn Kemzkmuran dasn Kesejahterasn

Bertujusn untuk tercspsainys sustu tarsf kemskmursn
vang menjsmin  untuk hidup layvsk dsan menjamin
tercapainys kesejahterssn msateriil dan spirituil
bagi mssyarshat. Kebijskssnasn ini disrshksn pads
nssha-usaha mewujudkan, membins, memelihsrs, memu-
lihkan dsn mengembsnghkan rsss kehidupsn dsn penghid-
upsn sosiasl masterial msupwn spiritusl, yaﬁg meliputi
rasa hkeselsmstan, kesmsnsn dan  ketentraman lahir
batin, melslui pérencanaan dan pelakssnasn progrsm-—
prograsm di segals bidsng.

Urussn Pemerintshsn Pembantu Bupati

Memeiliki pengertisn dan maksud untuk mengefektifkan

dan mengefisiensikan usshs-usazhs untuk mencapai
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tujuan, dalam hal ini adalah tujuan Pembangunan

Nasional.

2.2.3. Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor

Pembantu Bupati/Walikotamadya

2.2.3.1.

Landasan Hukum

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomer 132 tahun 1978

1. Menimbang

)

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penye-

lenggaraan pemerintahan dan rembangunan secara

berdaya guna dan berhasil guna dan sebagali

pelaksanaan Undang-undang nomer 5 tahun 1974

tentang Pokok-pokok pemérintah di Daerah rerlu

menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang

Pedoman Susunan Qrganisasi dan Tata kerja kanter

Pembantu Bupati Walikotamadya.

Mengingat

~ Undang-undang RI nomer 5 tahun 1974 tentang
pokok-pokok Pemerintah ' di Daerah.

- Keputusan Presiden RI nomer 44 tahun 1874
tentang FPokok-pokok Organisasi Departemen.

- Keputusan Presiden RI nomer 45 tahun 1974
tentang Susunan Organisasi Departemen.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri nomer 94 tahun
1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja

Departemen Dalam Negersi.
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3.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri nomer 362 tahun
1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah.

~ Keputusan Menteri Dalam Negeri nomer 130 tahun
1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan
Tata kerja Sekretariat Wilayah- Daerah Tingkat
II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan
Sbkpetariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Fenertiban Aparatur

Negara dalam suratnya Nomer B-86671, MENFAN/7/78

tanggal 31 Juli 18978.

Menetapkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman

Susunan Organisasi dan Tata kergja kantor Pembantu

Bupati Walikotamadya.

b. Surat  Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa-Tengah Nomer. OP. 275/1979.

1.

Menimbang

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penye-
lenggaraan pemerintah dan pembangunan secara
berdayaguna dan berhasilguna dan sebagai pelaksa-
naan Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokock Pemerintahan di Daerah, perlu mene-
tapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah tentang Susunan QCrganisasi dan
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Tatakeria Kantor Pembantu Bupsti atau Walikotams-

dyva Kepslsa Daserah Tingkat II Se Jawa Tengah.

Mengingst

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun
18974 tentang PFPokok-pokok Femerintahan a5}
Daearah.

Keputusan Fresiden Republik Indonesia Nomer 44
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi
Depeartemen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 45
Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departe-
mern.

Kerutusan Menteri Dalam Negeri Nomer 94 Tahun
1975 ‘tentang Susunan Orgasnisasi dan Tatskeria
Departemen Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 362 Tahun
1877 tentang Pola QOrganisasi Pemerintah‘ Daerah
dan Wilayakh. |

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 130 Tahun
1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dsn
Tatakeria Sekretariat Wilayah- Daersh Tingkat
II, Sekretariat Kotamadya Dserah Tingkat II dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rahkyat Daerah
Tingkat II.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 132 Tshun
1873 tentang Pedoman Susunan Qrganisasi dan

Tatakerja Kantor Pembantu BupsatisWalikotamadya
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Kepala Daersh.

- Peraturan Dsasersh Propinsi Daerah Tingkat

Jawa Tengsh Nomer 4 Tahun 1877 tentang Susunan
Organisasi dan Tatakeria Sekretariat
Wilaysh-Daersh Propinsi Dserah Tingksat

Sekretariat DPRD Propinsi Dserah Tingkst I Jawa

Tengah.

3. Memperhstikan

Usulah psasrs Bupsasti Waslikotamsdyas Kepals

Tingkat If Se Jaws Tengah tentang Susunan

nisasi dan Tatakeris Kantor

Bupati Walikotamadys serta perincian

kerianva.

4. Menetsphksan

Keputusan Gubernur Kepsla Dzerah Tingkat I Jawa

Tengsh tentang Susunan Organisasi dan

Kantor Pembantu Bupati -Walikotamadya

Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah.

FPembantu

wilavah

Tatakerja

Kerpala

2.2.3.2. Pola Organisasi Pemerintahan Pembantu Bupati

Persngkst pemerintshan Pembantu Bupsti/Wslikotamadys

terdiri dsri 4

2. Sub Bsgisn Tsts Usszhsz

b. Seksi Pemerintzhan

Q

Seksi Pembsngunsan

4} Prassetys, olsh sskti bhakti prsss Propinsi
Tinghat 1 Jaws Tengsah.

Daerah

18

I dan

Daerah

Orga-




2.2.3.3. Susunan

Organisasi dan Tatakerja
Pembantu Bupati

6. Tatakeria FPemerintahan Fembantu Bupati

1. Pembantu Bupati

Pemerintahan

a. Ketua Umum

Fembarntu
Fe

damn  bertugsas

e

m

=
=

i

Bupati/Walikotamadya adalah pejabat

merintah FPusat dalam rangka dekonsentrasi

membantu Bupati/Walikotamadya

Tingkat II  dalam Ledudukan

ls Daesrah

o

p

laku Kepala Wilayah Kabupaten/kotamady&.

Jabatan Fembantu Bupati/Walikeotamadya ditetap—

barn oleh
dengarn

weal Bupati/Walikotamadysa

Gukernur Kepala Daerah
parsetuivan Menterl Dalam Megeri atas

Kepala Daerah

Tingkat 1D dengan mempertimbangkan

S Ruang  lingkup tugas dan bebar kerja serta
aneka ragam urusan pemerintahan dan pemban—
QU & W ang meniadi tanggung Jawab

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat

TT yvanma memnerliukan penvelesaians;

Kopadaan gecarafi, luas wilayabh dan keadaan
rendudulk g
Felaksanaan kooardinasi dalam ranghks memaju-—

ban, pengembangan, peningkatan dan meniamin

veaha untuk tercapainya daya guna dan hasil

qunas;

Ketepatan rentang kendali dalam rangka

|.A
-




koordinasi dan  pengawasan  penvelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Adapun kedudukan Fembantu Bupati/Walikotamadya
adalah Fejabat Pemerintah Fusat yvang herada di
bawah dan bertanggung Jjawabk langsung kepada
Bupstilalikotamadyva Kepala Daerah Tingkat IT.
Tugas  yang dikebankan pada Fembantu Bupati
1

atan Waliketamadya ad ] membantu

m
ot

Bupati/Malikotamadya KFepala Dasrab Tingkat II

dalam menghoordinasibkan, mengswasi dan membina

penyvelenggaraan pemerintah  umun dan pembangu-

rsEn vang dilaksanakan oleh Camat dalam

lingkungan wilavah kerjanva dan urusan pemer-—

intah lainnva dalam rangka penvelenggaraan

azras dekonsentrasi.

Urtuk menvelernaggarakan tugas tersebut Fembantu

BupatisWalikotamadya mempunyal fungsi sebagai

berikut @

~ Melaksanakan hoordinasl, | pengawasan dan
pembinaan  atas jalannya pemerintaban umum
darn pembangunan ;

- Mernvelenggarakan begiatan dal am rangka
perunusan kebijaksanaan pelaksanaan;:

- Melaksanzkan tugss—-tugas lain vang diberikan
cleh BupatisWalikotamadya Kepala Daerah

Timgkat I1.




Bub. Bagiarn Tata Usaha
Adapun  tugas dari sub bagian tata usaha adalah
bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi
terhadap  selurubh  unsur dalam lingkungarn kerja
Fembartu Bupati/Walikotamadva dan memberikan
pelayarnan teknis dan administratip kepada Femban-
tu Bupati/MWalikotamadva.
Untuk menyvelenggarakan tugass tersebut sub bagian
tata Qsaha mempunyal fungsi
- HMelakukan uruzan surat mernyurat, kearsipan dan
laporar;
- Melaksamakan urusan kepegawaisan, urusan keuan-—
gan, wusan ruwnab tanggs dan perialanan dinas.
Dalam sub bagian tata veaha terdiri dari s
&. Lhyusarr Umum
Bagian urusan wonuwm bertugas mel aksanakan
trusan  surat  menyurat,  wrusan  kepegawaian,
wrusan keuwangan, wrusan oruamakh tarngga dar
persoalan dinas.
b. Urusan Felaporan
Fada bagian uwrusan pelaporan mempunyal tugas
mengumpullkan data—-data hasil pelaksanaan,
mempersisphan dan menyusun laporan.

Sebkesi Femerintahan

Seksi  pemerintahan mempunyal tugas  memberikan
pelayvanan staf dalam rangks penyelenggaraan

hoordinasi, Fengawasan  dan pembinaan  terhadap
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pelaksanaan pemerintaban dalam lingkungan wilavah

kerjanys berdasarkan pedoman vang diberikan oleh

Fembantu Bupati/Walikotamady dan peraturan

perUandang—undangan vang berlaku,

Urntuk menvelenggarakan tugas  tersebut sekeil

pemerintahan mempunyai fungsi @

~- HMempersiapkan, mengolal dan  menyusun rencana
dan‘program berja dalam rangka penyelenggaraan
boordinasi,  pengawasan dan pembinsan pemerinta-—
Farn wnum serta ketertiban.

- Mengumpulkan dan menyusun hagil-hasil pelaksa—
P& I koardinaszi, pengawaszan  dan pembinaan
pemerintaban umum dan ketertiban.

Susunan Seksl Pemerintahan terdiri dari @

a. Sub Seksi Femsrintaharn Umum

e

. Subk Seksil Ketesrtibamn

Fada bagian sekseil pemerintahan memiliki stth

i

ekesi-seksl vang menangani tugasnva sesual dengan

tugas—tugas vang dibebankarnnya vang antara  lain

tertera sebagai berikut

&. Sub Seksi Femerintahbarn Umuam
Bertugas melaksanakan segala usaha dana
begiastan dalam rangke pelabksanaarn koordinasi,
pengawkasan dan pembinaan terhadap penvelengoa-—
raan pemerintaban wnum.

b. Subk Seksi Ketertiban

Memiliki tugaz untuk melaksanakan zegzala usaha




dar kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordin-—
asi, pengawasan dan pembinaan terhadap penve-
lenggaraan ketertiban umum.
Seksi Pembangunan
Fada Sek=i Fembangunan ini mempunyai tugas vaitu
memberikan pelayanan staf dalam ranghka penyeleng-—
Q&I &&ETT boordinasi, pengawasan dan pembinaan
terhadap pelakesanaan pembangunan dalam lingkungan
wilayvah herjeanya berdacarkan pedoman vang diberi-
k& aleh FPembantu Bupatislalikotamadya dan
peraturan perUndang-undarnoan vang berlaku.
Un bk menyelenggarakan tugas  tersebut Seksi
Fembangunan mempunyeai fungsi
- Mempersiapkan, mengolah dan o menyvusun  rencana
dan program keris dalam rangka  penyvelenggaraan
kaordinasi, pengawaszan dan pembinaan pelaksa—
raan pembanguran perekonomian certa sosial
bhudayva.
= Mengumpulkan dan menvusun hasil-hasil pelaksa—
paan  Foordimasi, pengéwasan serta pembinaan
terhadap pembanguran perekoncomian  dan  sosial
budaya.
Adapun  susunan dari Seksi  Fembangunan  terdiri
dari :
&. Sub Beksi FPerekonomian
Bertugas untuk melaksanakan segala usaha dan

begiatarn dalam rangka pelaksanaan koordinasi,




pengawasan dan pembinaan terhadap penyelengga-—
raan pembangunan perekaonomian

Sub Seksi Scsial Budava

. melaksanakan segala usaha dan kegia-—

tan dalam ranagka koardinasi,

pengawasan dan pembinaan terhadap penyelengga-—

raan pembangunan dibidang scsial budaya.

B. Struktur Organiszasi kKantor FPembantu Bupati/Walikota-

KANTOR
BUFATIV/
WaL TEOTAMADRYS

FEME.

LURUISAN
UL

SUR BAGIAN

TATA USAHA
URLISARN
FELOFORAN

SEKSI
FEMERIMNTAHAN

SEKSI
FEMBAMGLINAR

!

il 3

SUR SEKS]
FEMERINTAMHAN
LIMUM

SUR  SEKSI

KETERTIRAN FEREKQMNOMIAN OsIaL BUDAYA

i

SKEMA

1

SUM3ER: PRASETYA, OLAH SAKTI 3HAKTI PRASA PROPINSI MERAH

TINGKAT LLJAWA TENGAH.

e

ol




2.3. MASYARARAT SEBAGAI UNSUR YANG DILAYANI
2.3.1. Pengertian
Masyarzkat merupskan sekumpulsn msnusis psada  linghkup
dsersh/wilayah tertentu vang hidunp dengsn aturasn-sturasn/tata
11ilzi sehinggs terjadi interaksi/hubungan antsrz individuo
prembentuknys karens adanys tuntutsn akan pemenuhan kebutuhan
hidupnva.
Apsbils ditinjsu dslam kaitannyva dengsn sistem pemerin-
tshen veng  ads, masyasrszkat merupskasn unsur terbentuknya
sustnu pemerintshsn atsun pembentuk bsngss/negaras, selsin itu
mesvaraskat menjsdi obyek pelsyanan dari-sistem pemerintahan
tersebut. Disini dapst terlihst adasnys hubungan vang erat
sntears sistem pemerintahsn dengan masyarakat sebagai unsur
vang dilsvani. Ads bebersps sebsb yang menijzdiksn pewmerintsh
berhmbungsn dengsn wmassysrskat, antsrsz lain ;D
a. Orgsnis
Hubungan timbul ksrens pemerintzsh bersssl dsri dan
merupaksn bagian integral dari masyarskst.

b. Fungsional
Terisdi —hubungsn ksrens fungsi pemerintah terhsdap
masyvarskat dan sebsliknys, ads hubungsn timbsl balik
sntars kedusnya. Tanpa masyarakat pemerintash tidsak

shen bersrti, demikizn Jugs sebsliknyeae.

53 Dre. Talizidulu Ndrsahs, Metodologi Pemerintshsan
Indonesia, hal 42.




¢. Idesl
Antars masysrskst dan pemerintsh memiliki kesstuan
tujusn ysitu tujusn Nasionsl.
2.3.2. Pola Gerak Dan Distribusi Masyarakat
Brituk melangsunghkan hidupnvs mesysrshkat menuntut
bermscam-macam kebutuhsn vsang sangsat kompleks dengsn tinghkst
kepentingan berbeds antsrs individa vang sstu dengsn yang
lainnys sesuzi dengsn tingkst sosislnyva. Dengsn semakin
berkembeng dan pesstnys kemajusn Jsman mskz tuntutsn sksn
pemenuhsn  kebutuhan - semakin meningkst. Dalam usaha untuk
memennuhi  tuntutsn akan kebutuhan-kebutuhsan tersebut maks
timbul sustu  sktifitass gersk dsn penyebaran/distribusi
masysrakat sesusi  dengan penyebsarsan fasgilitas-fessilitas

g »ds, sehinggas pols pergersksn dan penyebaran

=

pelayanan va
masysrahkst akan membentuk pola-pols penyebaran
fesilitas/pols-polas rusng fisik tertentu. Demikian Jjuga
sebaliknys, suatu usazhs penstasn dan pengembangan pols-pola
fisik rusng dspat mengsrahkan dan membentuk tumbnh dan
berkembangnys mssvsrskst .

Dalam menciptakan/mengembanghkan rols  ruang fisik
dengsan mempertinbanghkan penempstsn fasilitas-fasilitas
pelayansn serts hsrus memzhsmi rols pertumbuhan dan pols
pergerskan wmasysrakat, sehinggs akan tercipta suatu kesela-
rassn antars pola tats rusng fisik tertentn dengsn pols
kemssysraskatsn vang sds.

2.3.3. Tuntutan Kebutuhan Masyarakat

Sistem hemssyarakatan vang semaskin berkembsng, maks




tuntutan kebutuhan hidup masyarakat semakin kompleks. Hal
ini yang merupakan tantangan bagi pemerintah sebagai lembaga
4yang selalu berusaha untuk memenuhi  kebutuhan masyarakat

melalul program—program pembangunannya.




